PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

[. UMUM
Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas
membantu Kepala Desa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Pengaturan mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali saat
ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah ini keberadaannya
saat ini sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan
peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
didasarkan pada semangat pengaturan Desa sebagaimana terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa saat ini perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap atau tidak
dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan” adalah
apabila Perangkat Desa menderita sakit yang
mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak
berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak
diketahui keberadaannya.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pasal 30

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
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